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PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Plk

~"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
penetapan terhadap perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Nikah yang diajukan oleh :

ARIS DWI PRIYANTO bin TOIRIN, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 02 Februari
1986, NIK. 3521040202860002, agama Islam, pekerjaan Kuli
Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan
Manduhara | No. 4 B, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Kereng
Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya,
sebagai Pemohon |I.

MARLINDA binti DJARNO, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Maret 1992,
NIK. 3502075203920002, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan
Manduhara | No. 4 B, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Kereng
Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai
Pemohon II.
Untuk selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024
telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor
58/Pdt.P/2024/PA.Plk pada tanggal 25 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jalan Mangku Raya, RT 001, RW. 001,
Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya
dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il bernama DJARNO bin
KADAR, yang dinikahkan oleh penghulu bernama H. BUSTANI dengan
maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh
dua orang saksi masing-masing bernama SUTALDI dan JAIRI DARMANTO;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il belum
dikaruniai anak.

5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta
Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para
Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA
yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta
Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk
penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cg. Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (ARIS DWI PRIYANTO bin
TOIRIN) dengan Pemohon 1l (MARLINDA binti DJARNO ) yang
dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jalan Mangku Raya, RT.
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001, RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota
Palangka Raya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah
dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara
ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat
menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan
tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan
nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum
Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para
Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan
tambahan bahwa setelah pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai dan sampai sekarang tetap dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3521040202860002 atas
nama Aris Dwi Priyanto, tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
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2.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3502075203920002 atas
nama Marlinda, tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3.
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aris Dwi Priyanto Nomor
6271042203240004 tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4.
Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor: 264/SKBSI/RT.06-
RW.01/KB-23-04-2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah
Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5.
Fotokopi Surat  Keterangan Nikah Belum  Tercatat  Nomor
118/Kua.15.5.4/PW.01/04/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi-saksi:

Saksi Pertama:

Sutaldi bin Tomo, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Maduhara No. 61 RT. 005
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RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota
Palangka Raya;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan
pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | telah menikah dengan Pemohon lI;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada 25 Agustus 2023;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Jalan Mangku Raya RT.
001, RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota
Palangka Raya;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il pada pernikahan tersebut
adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Djarno bin Kadar yang berwakil
kepada penghulu melalui video call untuk menikahkan anaknya;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah penghulu
yang bernama H. BUSTANI;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il pada waktu itu
berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah
saksi sendiri (Sutaldi) dan Jairi Darmanto;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, semenda
atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il belum
dikaruniai anak;
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- Bahwa Pengajuan Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan penerbitan
Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi Kedua:

Jairi Darmanto bin Joyo Jairan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Manduhara
No. 15 RT.004 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan
Sabangau, Kota Palangka Raya;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan
pernikahannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | telah menikah dengan Pemohon lI;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikah;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah pada 25 Agustus 2023;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Jalan Mangku Raya RT.
001, RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota
Palangka Raya;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il pada pernikahan tersebut
adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Djarno bin Kadar yang berwakil
kepada penghulu melalui video call untuk menikahkan anaknya;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah penghulu
yang bernama H. BUSTANI;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il pada waktu itu
berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah
Sutaldi dan saksi sendiri (Jairi Darmanto);

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il

berstatus perawan;
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- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, keduanya
hidup rukun;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il belum
dikaruniai anak;

- Bahwa Pengajuan Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk
penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada
para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi
para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah para Pemohon bermohon agar
pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jl.
Mangku Raya RT.01 Rw.01 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan
Sabangau, Kota Palangka Raya dinyatakan sah dengan alasan bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il belum memiliki Akta Nikah disebabkan pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh

fakta bahwa tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon I

Halaman 7 dari 16. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya bukan
disebabkan oleh iktikad buruk atau kesengajaan Pemohon | dan Pemohon Il
untuk melanggar undang-undang, tetapi adalah disebabkan faktor-faktor di luar
kesengajaan, oleh sebab itu meskipun nikah yang dimohonkan pengesahan-
nya dalam perkara aquo terjadi setelah tahun 1974 dan bukan dimaksudkan
dalam rangka perceraian, permohonan ini dapat dipertimbangkan sesuai
dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri,
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu. Dengan demikian Pemohon | dan Pemohon Il berwenang
mengajukan perkara ini, dan karena yang mengajukannya adalah suami dan
isteri, maka pengajuan perkara ini secara voluntair telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4
dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas
Pemohon | sebagai orang yang bernama ARIS DWI PRIYANTO bin TOIRIN
yakni seperti tersebut dalam bukti P.1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Pemohon Il ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas
Pemohon Il sebagai orang yang bernama MARLINDA binti DJARNO yakni
seperti tersebut dalam bukti P. 2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat;
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Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama
ARIS DWI PRIYANTO bin TOIRIN ) yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai status Pemohon | dalam susunan keluarga yakni seperti tersebut
dalam bukti P.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan suami isteri)
yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon |
dengan Pemohon Il sebagai suami isteri, namun demikian karena aturan
perundang-undangan menentukan bahwa akta perkawinan adalah dibuat
Pegawai Pencatat Nikah, maka secara materiil bukti P.4 hanya menerangkan
bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam kehidupan kemasyarakatan telah
secara nyata hidup sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi keterangan Tidak tercatat

di Kantor Urusan Agama Kec. Sabangau) atas nama para Pemohon yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak Tercatat
di Kantor Urusan Agama Kec. Sabangau yang mewilayahi tempat tinggal Para
Pemohon, maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam
surat permohonannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon | dan Pemohon Il, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi
tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keterangan
yang diberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian satu sama
lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut
adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309
R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama para Pemohon mengenai
dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perlakuan masyarakat sekitar
kepada para Pemohon selaku suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri,
didengar sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua para Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi
tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Kedua, dan keterangan
yang diberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian satu sama
lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut
adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309
R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua para Pemohon mengenai
dalil-dalil permohoan para Pemohon tentang perlakuan masyarakat sekitar
terhadap hubungan Pemohon | dan Pemohon Il selaku suami isteri adalah fakta
yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan saksi Kedua Pemohon
I dan Pemohon Il bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309
R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun tentang peristiwa terjadinya pernikahan
antara Pemohon | dan Pemohon Il para saksi hadir pada saat akad nikah
dilangsungkan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka

Halaman 10 dari 16. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang melihat peristiwa tersebut, oleh sebab itu fakta kejadian
tentang peristiwa tersebut dapat ditetapkan dari dalil-dalil permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il berdasarkan norma hukum dari dalil-dalil yang oleh
Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalil dari Kitab Bidayatul Mujtahid Juz Il halaman 8 yang berbunyi:

J‘B.é_mﬂj‘ g} . ,‘}U\j ¢ ;Uj'ﬁ\ L} . ij\ J-aﬁ-ﬂj\ JJ:»@J 4:>)\5 Mj ¢ J...‘Lx.s\ .Eajﬁ L}
Sla a2 uwﬁ
Artinya: Tentang syarat akad (nikah) itu ada tiga fasal. Yang pertama tentang

wali, yang kedua tentang saksi-saksi dan yang ketiga tentang mahar.
2. Dalil dari Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Jsie Cpigdiy (s 5o (e Ay g Alna 8380 ja) o 1S5 g geall i

Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang
perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan
syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi
yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta
Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dan norma hukum dalam dalil-dalil di atas,
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jin. Mangku Raya RT.01 RW.01 Kelurahan
Kereng Bengkirai, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon Il bernama DJARNO bin KADAR dengan
disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama SUTALDI dan JAIRI
DARMANTO dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.

Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab, tidak
ada pertalian darah, tidak ada pertalian semenda dan juga tidak ada
pertalian susuan, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang

lain dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
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3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan ataupun
larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tetap
beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya,
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah
tersebut untuk alasan hukum bagi para Pemohon ;
7.
Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan dengan tata
cara Agama Islam;
8.
Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
rukun dan masyarakat sekitarnya tidak pernah ada yang
mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut diperoleh fakta-fakta

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jin.Mangku Raya RT.01 RW.01
Kelurahan Kereng Bengkirai, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya. Dalam
pernikahan tersebut ada akad nikah, ada wali, ada dua orang saksi dan ada
maharnya;
2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram,
juga tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan pernikahan
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
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3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri, belum dikaruniai anak dan sampai saat
ini antara Pemohon | dan Pemohon Il tetap dalam ikatan suami isteri;

4. Bahwa selama ini, yakni setelah pernikahan tersebut, masyarakat
memperlakukan Pemohon | dan Pemohon II seperti perlakuan terhadap
pasangan suami isteri yang sah serta tidak ada pihak-pihak yang
mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, kedaan tersebut bukan atas kesengajaan Pemohon |
dan Pemohon Il untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan saat
ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah
sebagai bukti sah hubungan hukum Pemohon | dengan Pemohon I
sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomaor
1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
tentang perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah
apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44
Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat
dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua
orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun
tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak terlarang
melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali,
dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il telah dilaksanakan di jln. Mangku Raya RT.01
RW.01 Kelurahan Kereng Bengkirai Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya pada
tanggal 25 Agustus 2023 telah memenuhi syarat dan rukunnya, yakni ada calon
suami (ARIS DWI PRIYANTO bin TOIRIN), ada calon isteri (MARLINDA binti
DJARNO) ada wali (ayah kandung Pemohon Il bernama DJARNO bin
KADAR), ada ijab kabul, ada dua orang saksi (SUTALDI dan JAIRI
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DARMANTO), maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai,
dilaksanakan berdasarkan dan dengan tata cara Agama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti bahwa pada saat pernikahan
Pemohon | berstatus jejaka, Pemohon |l berstatus perawan antara Pemohon |
dengan Pemohon Il sebelum menikah tidak ada hubungan nasab atau susuan,
tidak sebagai mahram, tidak ada larangan pernikahan menurut aturan
perundang-undangan serta sejak menikah sampai sekarang tidak pernah
bercerai dan tetap dalam keadaan memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilaksanakan di JIn. Mangku Raya RT.01 RW.01 Kelurahan Kereng Bengkirai,
Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Agustus 2023 telah
dilaksanakan lengkap syarat dan rukunnya serta dilaksanakan dengan tata cara
serta berdasarkan hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il agar pernikahan tersebut ditetapkan sahnya dapat diterima dan
dikabulkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta
norma hukum Islam dalam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah r.a. yang
berbunyi :
Jas samliv g or Y G Y
Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali
dan dua orang saksi yang adil.”
2. Dalil dari Kitab Figh As-Sunnah Jilid Il, halaman 34 yang berbunyi:
Jouslls o Yl 2lo il oIS,1 0l
Artinya: “Sesunguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan
kabul.”

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya isbat nikah/pernikahan para
Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2023 tersebut, maka segala akibat hukum
antara Pemohon | dengan Pemohon Il sebagai suami istri diperhitungkan sejak
dilaksanakannya pernikahan tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi
Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, oleh sebab itu adalah beralasan
hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama kec. Sabangau,
Kota Palangka Raya di tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon Il saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai
dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-
undangan lainya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (ARIS DWI PRIYANTO bin
TOIRIN) dengan Pemohon II (MARLINDA binti DJARNO ) vyang
dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jalan Mangku Raya RT.01
RW.01 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulgaidah 1445 Hijriah, oleh Drs. H.
Akhmad Baihagi, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,
M.H.l. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan tebuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dan Noor Rasimah, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh para Pemohon;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd. ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.
Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Noor Rasimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000
- Proses Rp. 75.000
- Panggilan Rp. 125.000
- PNBP Panggilan P+T Rp. 20.000
- Redaksi Rp. 10.000
- Meterai Rp. 10.000
- Jumlah Rp. 270.000

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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